
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA '

NOMOR ƒ7 TAHUN 2016

< TENTANG
b'

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

INSENTIF RUKUNTETANGGA SERTA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA,
SEKRETARIS DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA

PERMUSYAWARATAN MASYARAKAT, PERSATUAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,
v

Menimbang : al bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5} dan
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

'6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015,
menyatakan bahwa besaran penghasilan tetap dan tunjangan
Kepala Desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan
Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lampung Utara tentang Besaran Penghasilan Tetap

"dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan
, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Rukun Tetangga dan
-Operasional Pemerintah Desa, Sekretaris Desa,' Badan

J Permusyawaratan Desa, Lembaga Permusyawaratan Desa,
v Persatuan Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Masyarakat

.dan Karang Taruna Tahun Anggaran 2016.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

/ Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1966 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang

< Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk- Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera ;Selatan sebagai

^Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 1821);
2," Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan... Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



BAB V

TUNJAHGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 5

(1) Besaran Tunjigan seuap bulan disesuaikan dan diberikan dengan

besaran adalah sebagai berikut.

a. Ketua Rp- 200.000,-

b. Wakil ketua : Rp. 150.000,-

C. Sekretaris • Rp- 150.000,-

d. Anggota , Rp- 100.000,-

(2) Tunjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai

tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

(3) Tunjangan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana

Alokasi Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tertera di dalam APB

Desa.
BAB VI

OPERASIONAL RUKUN TETANGGA
Pasal 6

(1) Besaran Operasional seuap bulan disesuaikan dan diberikan dengan

besaran adalah sebagai berikut :

a. Rukun Tetangga : Rp. 200.000,-

(2) Insentif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional
Rukun Tetartgga dan Rukun Warga tidak boleh memasukkan honor

kepada Individu Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Diberikan terhitung

mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

(3) Operasional sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) bersumber dan Dana

Alokasi Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tertera di dalam APB

Desa.

BAB VII
OPERASIONAL PEMERINTAH DESA, OPERASIONAL BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA, LEMBAGA PERMUSYAWARATAN
MASYARAKAT, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, PEMEINAAN

PERSATUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA SERTA
PEMBINAAN KARANG TARUNA

Pasal 7

(1) Besaran Biaya Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp 12.000.000 satu

tahunnya.

(2) Besaran Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp
4.000.000,- satu tahunnya.

(3) Besaran Biaya Operasional Lembaga Permusyawaratan Masyarakat

sebesar Rp 3.000.000,- satu tahunnya.



BAB in
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1) Besaran penghasilan tetap diberikan kepada:
a. Kepala Desa;' ,
b. Sekretaris Desa; dan
c. Perangkat De§a.

(2) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan,
adalah sebaga1 berikut:
a. Kepala Desa . : Rp 700.000,-
b. Sekretaris Desa : Rp 490.000,-
c. Kepala Urusan : Rp 350.000,-
d. Kepala Dusun : Rp. 100.000,-

(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negen Sipil (PNS).

(4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember
2016.

(5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari
APB Desa paling banyak 60 % (enam puluh persen) dari nilai Alokasi Dana
Desa (ADD).

BAB IV
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4 ,

(1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan
besaran sebagarberilcut:
a. Kepala Desa : Rp. 1.100.000,-
b. Sekretaris Desa : Rp. 510.000,-
c. Kaur : Rp. 400.000,-
d. Bendahara : Rp. 750.000,-
e. Kepala Dusun : Rp. 150.000,-

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

(3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
Sekretaris Desa yang berstatus baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun
Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).

(4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana
Alokasi Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tertera di dalam APB
Desa.

- * :
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3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bacas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepcntingan

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berada di Kabupaten Lampung Utara. .
5. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk

Desa yang bersangkutan.
6. Sekretaris Desa adalah Kepala Sekrctariat Desa.

7. Perangkat Desa adalah unsur PembantU Kepala Desa.

8. Kepala dusun adalah unsur pelaksana kcwilayahan yang membantu Kepala
Desa.

9. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu
Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.

10. Bendahara Desa adalah staf seKretariat Desa.
11. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

12. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap Tahun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban Daerah tersebut.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

I
I
I
I
I
I

BAB n
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah scbagai pedoman
untuk memberikan besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala
Desa aan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa,

Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah Desa, Sekretaris
Desa, Badan Pemerintahan Desa, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat,
Persatuan Kesejahteraan Keluarga, Periindungan Masyarakat dan Karang
Taruna Tahun Anggaran 2016 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APB Desa) agar Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh
penghasilan yang layak.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian
hukum dalam^ memberikan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa,
Insentif Rukun Tetangga dan Operasional Pemerintah De?a, Sekretari»
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Permv syarawatan
Masyarakat, Persatuan Kesejahteraan Keluarga, Periindungan Masyarakat
dan Karang Taruna agar dapat memperoleh penghasilan yang layak.



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

, Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

j F^erimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noinor 4575};

5.’ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201o tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

’dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

. 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2016
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015
Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN ( PERANGKAT
DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
INSÉNTIF RUKUN TETANGGA SERTA OPERASIONAL
PEMERINTAHAN DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
SEKRETARIS DESA, LEMBAGA PERMUSYAWARATAN
MASYARAKAT, PERSATUAN KESEJAHTERAAN KELUARGA,
PERtlNDUNGAN MASYARAKAT DAN KARANG TARUNA TAHUN
Anggaran 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1> Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.



(4) Besaran " Bipya Operasional Lingkungan Masyarakat, sebesar Rp

2.500.000,- satu tahunnya.

(5) Besaran Biaya Pembinaan Persatuan Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp

7.500.000,- satu tahunnya.

(6) Besaran Biaya Pembinaan Karang Taruna sebesar Rp 2.500.000,- satu

tahunnya.

(7) Besaran biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diberikan terhitung mulai tanggal 1
Januari 2016 dan berakhir 31 Desember 2016.

(8) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana
Alokasi Dana Desa atau pendapatan lainnya yang tertera di dalam APB
Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oraijg mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengari penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung

Utara.

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal $- < 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SAJtfSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 NOMOR




